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ABSTRAK 
 
Asmitha. 2011. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. 
Bank BRI Syariah, Tbk., Cabang Makassar. Pembimbing I: Prof. DR. H. 
Gagaring Pagalung, SE, MS, Ak. Pembimbing II: Drs. Asri Usman, M.Si, Ak. 
 
Pembiayaan gadai syariah (rahn) merupakan salah satu produk penyaluran 
dana yang ditawarkan oleh bank syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn emas, menyatakan bahwa pembiayaan gadai yang 
sesuai syariah adalah pembiayaan gadai yang berdasarkan prinsip rahn dan 
prinsip rahn emas. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian komparatif perlakuan 
akuntansi atas pembiayaan gadai syariah PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Cabang 
Makassar dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No.26/DSN-MUI/III/2002 dan akad pendamping yaitu akad ijarah (PSAK 107). 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif. Data 
diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank yaitu karyawan bank di bidang 
gadai maupun dokumentasi-dokumentasi dari pihak bank. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang 
menyangkut pengakuan dan pengukuran, pengakuan pendapatan, penyajian dan 
pengungkapan laporan keuangan pembiayaan gadai syariah pada BRI Syariah 
berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping yaitu akad ijarah (PSAK 
No.107). 
 
 
 
Kata Kunci: gadai syariah, rahn, PSAK 107, Fatwa Dewan Syariah Nasional 
No.26/DSN-MUI/III/2002 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Perbankan merupakan salah satu bagian dari aktivitas ekonomi yang 
terpenting dan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu negara modern, 
tak luput juga negara Indonesia yang mayoritas muslim. Sejak diberlakukannya 
UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka secara tegas Sistem Perbankan 
Syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. UU tersebut 
telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan 
Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank 
Umum berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR 
berdasarkan prinsip syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu 
adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional 
dapat menjalankan transaksi perbankan syariah melalui pembukaan kantor-kantor 
cabang syariah. 
Keberadaan suatu lembaga, perusahaan maupun perbankan tidak akan 
terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga, perusahaan maupun 
perbankan  berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi 
yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan 
akuntansi atau laporan keuangan. Seperti telah diketahui, konsep akuntansi 
konvensional yang telah diterapkan di Indonesia maupun sebagai standar 
internasional selama ini merupakan adopsi pada barat dan budaya kapitalis yang 
hanya mengandalkan materi dan duniawi. 
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Dengan semakin berkembangnya pola pikir manusia yang tidak hanya 
mengedepankan kepentingan duniawi, maka dirasa perlu untuk 
menyeimbangkannya dengan kepentingan ukhrawi. Dengan demikian, munculnya 
perusahaan atau perbankan yang berbasis syariah menuntut adanya perangkat 
akuntansi perusahaan yang berdasarkan syariah. Telah beroperasinya bisnis 
berbasis syariah tentu akan menuntut adanya praktik akuntansi yang dapat 
mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan 
syariah.  
Salah satu aspek yang mendorong akuntansi dengan perspektif Islam atau 
akuntansi syariah di Indonesia adalah dengan munculnya perbankan syariah.  
Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu 
berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem 
bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang 
diharamkan dalam Islam. Menurut Rivai dan Arifin (2010:323), riba berarti 
meningkat, tambahan, perluasan ataupun peningkatan. Dalam Islam riba dapat 
didefinisikan sebagai “premi” yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang 
meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo 
atau berakhirnya masa pinjaman. Namun, riba dalam Islam termasuk di larang 
karena merupakan kategori mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Hal 
ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 278-
279 yaitu: 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kau tidak 
melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi 
jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat 
zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). 
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Akuntansi syariah merupakan sistem yang komprehensif dan utuh, yaitu 
substantif normatif sekaligus praktik/teknis dari akuntansi. Menurut Triyuwono 
(2006:7), akuntansi syariah praktis lebih menekankan pada kebutuhan praktis 
yang sangat mendesak terutama untuk lembaga-lembaga keuangan syariah.  
Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan 
memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat 
menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk 
mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai 
dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk 
meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh 
sistem perbankan konvensional. 
Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik 
misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang 
diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena 
riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi 
hasil. Salah satu produknya yaitu gadai syariah yang merupakan praktik transaksi 
keuangan yang sudah lama dijalankan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan 
praktik utang piutang dengan jaminan barang. Pembiayaan gadai syariah atau 
rahn dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) 
tetapi adapula yang menggunakan mudharabah (bagi hasil). 
Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang 
menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai 
sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu 
dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan 
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perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada 
penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang 
berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan 
dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai 
syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan 
syariah yang telah diatur. 
Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka 
perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk 
tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada banker yang melakukan penyimpangan 
terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah di 
mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan 
pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan 
akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan 
produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan 
untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin 
dan tertarik dengan  produk tersebut. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002 dengan akad pendamping akad ijarah (PSAK No.107) sebagai 
panduan dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang 
berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 
Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu 
akad ijarah (PSAK No.107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan 
memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan 
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syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para 
pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan 
masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai 
syariah.  
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 
menetapkan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah 
PT. Bank BRI Syariah, Tbk., Cabang Makassar.” 
1.2  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang 
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Apakah perlakuan 
akuntansi atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan oleh PT. Bank BRI 
Syariah, Tbk., Cabang Makassar telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad 
pendamping yaitu akad ijarah (PSAK No.107) ?” 
1.3  Batasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan dan objek penelitian yang 
diteliti, maka penulis memberikan batasan yaitu hanya pada perlakuan akuntansi 
gadai emas dan bukan membahas tentang gadai dengan barang jaminan benda lain 
selain emas. 
1.4  Tujuan Penelitian 
Adapula tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk 
mengetahui kesesuaian komparatif perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai 
syariah PT. Bank BRI Syariah, Tbk., Cabang Makassar dengan Fatwa Dewan 
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Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan akad 
pendamping yaitu akad ijarah (PSAK No.107). 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapula manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai yaitu: 
1) Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah 
khususnya pembiayaan gadai syariah, untuk memenuhi sebagian dari syarat 
guna mencapai gelar sarjana ekonomi, dan untuk mensiarkan nilai-nilai 
ajaran Islam pada masyarakat. 
2) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen PT. Bank BRI 
Syariah, Tbk., Cabang Makassar. 
3) Bagi masyarakat dan almamater, dapat menambah pengetahuan mengenai 
perbankan syariah sehingga dapat menggunakan jasa dan produk-produk 
bank syariah dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya 
yang lebih baik lagi bagi civitas Universitas Hasanuddin khususnya 
mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi. 
1.6  Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun 
dengan materi sebagai berikut: 
BAB I:  PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, 
batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 
sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan 
berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini yang digunakan sebagai 
pedoman dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan 
berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun 
sumber lain. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, objek dan lokasi 
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data yang akan dipakai. 
BAB IV: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Pada bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang 
sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi 
dan job description masing-masing divisi yang terdapat pada perusahaan. 
BAB V:  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil observasi pada objek yang 
dipilih sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang 
dibutuhkan. Disini juga akan dibahas mengenai mekanisme gadai emas 
syariah serta analisis perlakuan akuntansi gadai syariah berdasarkan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002 dengan akad pendamping yaitu akad ijarah (PSAK 
No.107). Hasil analisa ini disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif 
atas semua data yang diperoleh dari hasil observasi dengan berpedoman 
pada landasan teori. 
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BAB VI: PENUTUP 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan 
pembahasan dan studi dan kebijaksanaan selanjutnya. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1  Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan gadai syariah 
pada BRI Syariah merupakan produk andalan yang memberikan kontribusi sangat 
besar bagi perusahaan. Pembiayaan gadai syariah pada BRI Syariah berpedoman 
pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002 dan dengan akad ijarah (PSAK No.107) dalam perlakuan 
akuntansinya yang menyangkut pengakuan dan pengukuran, pengakuan 
pendapatan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. 
6.2  Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan, maka 
penulis menyarankan bahwa pada pembiayaan gadai emas syariah  yang 
merupakan produk andalan BRI Syariah saat ini harus lebih dikembangkan dilihat 
dari pencapaian sukses yang telah di raihnya. Mengingat masyarakat sangat 
mendukung produk ini yang juga dapat membantu kesulitan finansial mereka 
dengan cepat. 
Sosialisasi yang lebih agresif juga disarankan atas produk gadai emas ini 
untuk dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat mengingat persaingan di bidang 
ini sangat kompetitif sehingga masyarakat bisa mengetahui keunggulan gadai 
emas BRI Syariah lebih unggul dibanding yang lain. 
Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan 
disebabkan minimnya data yang diperoleh di lapangan. Minimnya data ini terjadi 
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karena data kuantitatif yang berupa angka-angka tidak bisa dipublikasikan yang 
sudah menjadi ketentuan pihak bank. Data-data yang diperoleh hanya berasal dari 
kantor cabang Makassar saja yang tidak mencerminkan kinerja BRI Syariah 
secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian kedepan 
yang juga mengambil tema perlakuan akuntansi agar mengambil tempat penelitian 
pada kantor pusat di Jakarta sehingga dapat memberikan data yang valid dan lebih 
lengkap sesuai dengan kebutuhan peneliti. 
 
